SALINAN
KEPALA DESA KARANGDORO
KECAMATAN TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA KARANGDORO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA KARANGDORO NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDES) TAHUN 2020 - 2025 MENJADI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA MASA TAHUN 2020-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGDORO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
disebutkan Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan)
tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);



10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan hak Asal-usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan
Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun
2017 tentang Perangkat Desa;

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten
Banyuwangi;

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pedoman Teknis dan tata cara Penetapan Besaran
Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di
Kabupaten Banyuwangi;

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Desa Karangdoro Nomor 7 tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO
dan
KEPALA DESA KARANGDORO

MEMUTUSKAN:

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN
2020 S/D 2025 MENJADI RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH
DESA TAHUN 2020 S/D 2027 ;



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2020 s/d 2025 diubah menjadi Rencana Pembangunan jangka
Menengah Desa Karangdoro Tahun 2020 s/d 2027 ;

Pasal 2
Seluruh Ketentuan dan kegiatan yang semula direncanakan mulai
tahun 2020 s/d 2025 Diubah menjadi tahun 2020 s/d 2027;

Pasal 3
Dengan diundangkannya peraturan Desa ini, maka peraturan
Desa Karangdoro Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2025
Tetap berlaku,;

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Karangdoro ;

Ditetapkan : Desa Karangdoro

Pada tanggal : 14 Mei 2025
KEPALA DESA KARANGDORO

SUNARYO
Diundangkan di : Desa Karangdoro

Pada tanggal : 14 Mei 2025
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

TTD
SUGENG HARIYADI

LEMBARAN DESA KARANGDORO TAHUN 2025 NOMOR 4



